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GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOCR : U TAHUN 2010
TENTANG

KUALITAS BAHAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWES] TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUIAWESI TENGGARA, -

Menimban : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Perutahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan, Pimpinan dan Angqota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,
maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengcara
tentang Kualitas Bahan dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinisi Sulawesi Teriggzra.
b. bahwe kualitas bahan dan standar satuan harga Pakaian Dinas
hagi Pimpinan dar Anggota Dewan P2rwakilan Rakvat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan
Keputusan Gubernui Sulawesi Tenggara Nomor 32 Tahun 2009
belum mengakomodir semua jenis pakaian Dinas bagi Pimipinan
dan Anggota Dewan Pzarwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara sehingga periu di sesuaikan.
Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huiuf a
dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan peraturan Gubernur
Sulawesi Tenggara
Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
' Peraturan Pemerintah Pengganti ‘Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daarah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembe-an Negara
, Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan lembaran
g Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peinerintahan
Daeran (Lernbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 4437); sebagairnana telah diubah dua kali terzkhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas lUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Caerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Repub'ik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan i_.embaran Negara Republik indonesiz Nomor 50143);



Menetapkan
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4, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoriesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rekyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tembahan Lembaran Negzra
Republik Indonasia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomcr
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahuin 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Noraor 4712),

6. Peraturan Menceri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan IKKeuangan Dazerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provirsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun
2005 tentang keduaukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007
tertang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Sulawesi Tenggara.

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenagara Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nom.or 8 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan can Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahurt Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KUALITAS BAHAN DAN STANCAR

HARGA PAKAIAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAF PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Dalem Peraturan Gubernur ini yarg dimaksud cdengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRO
adalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara. - .

2. Pimpiran DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewcn Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi S.iawesi Tenggara.

3. Anggota DPRD adalan Anggota Dewan Perwakilan Pakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara yang diresmikan keanggotaanaya
sebagai Anggota DPRD Periode 2009 - 2014 dan telan
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan
Perundang-Undangan.
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Diundangkan di Kendar! \_,// ‘
~ Pada tanggal 2010
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Pasal 2

Kualitas bahan dan standar Satuan Harga Pakaian Dinas bagi Pimp'nar.
dan Aggota Dewan Perwakilar, Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara acalah senagai herikut :

4. Pakaian Sipil Harian dengan kualitas kain wool dengan harga
sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per pasang;

b. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang dengan kualitas banan kain
woo! dengan harga sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus
ribu rupiah) per pasang;

c. Pakaian Sipil Resri dengan vualitas bahan kain wool dengan harga
Rp. 3.000.009,- (Tiya Juta Rupiah) per pasang;

d. Pakaian Sipil Lengkap dengan kualitas bahan kain wocol dengan
harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per pasang.

Pasal 3

Proses perigadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undanrgan
yang berlaky; '

Pasal 4

Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Piovinsi Sulawesi Tenggara scbagaimana
dimaksud Calam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Ternggara Tahun Anggaran 2010
melalui DPA — Sekretariat Cewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur
Sulawesi Tenggara Nomor 333 Tahun 2009 tentang Kualitas Bahan
dan Standar Satuan Harc¢a Fekaian Dinas Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rokyat ODaerah Provinsi Sulawesi Tenggara
dinyatakan tidak berlaku. '

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini cengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggaia.
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SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAV/EST TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2010



